BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 97/-1 / 393 TAHUN202i

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR
971.11 / 741/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI

Menimbang

Mengingat

a.

b.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 821.2/215/2021 tentang Pengangkatan dalam
Jabatan Administrasi (Eselon III) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/216/2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi (Eselon
IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
terdapat perubahan jabatan dalam  struktur
organisasi perangkat daerah, sehingga Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/741/Tahun 2020
tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang
Untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
971.11/741/Tahun 2020 tentang Penunjukan
Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menadatangani
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Saudara WAHYUDI, SE jabatan Kepala Sub
Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Pejabat
yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 971.11/741/Tahun
2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi
Wewenang Untuk Menandatangani Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal |0 SEPTEMBER 202

BUPATI SUKOHARJO, Q

ETIK SURYAN ,0

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
2. Sekretaris

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;




. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan  Rakyat  Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan  Sekretaris = Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Pejabat yang bersangkutan.




